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TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
|

|

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang|
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020,

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
|

Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara |

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1106),

|

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan|2.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia|
Nomor 4286),

|

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

|

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355), |

3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
|Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

n4.

a

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan |

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
|

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor

4438),

5.
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6.

10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043),

h

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

|

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028):
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara|
Nomor 4540),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972),

7.

8.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701),



Menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp12.293.795.000.000,00 berkurang sejumlah (Rp1.459.874.000.000,00) sehingga
menjadi Rp10.833.921.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1.

2.

Pendapatan:
a. Semula
b.

Belanja:
a.
b.

Semula
Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.609.874.000.000,00)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3758 Tahun

21.

22.

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.257.939.068.350,82)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
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2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020,
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 37):
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019 Nomor 9):

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Rp. 11.842.465.903.876,00

Rp. 12.293.795.000.000,00

Rp. 10.683.921.000.000

Rp. 8.584.526.835.525,18

.00

(Rp. 2.099.394.164.47482)



Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Pembiayaan:
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 451.329.096.124,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp.1.798.065.068.350,82

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang)Rp. 150.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

2.249.394.164.474

150.000.000.000

82

.00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah PerubahanRp.

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 2

Gubernur ini yang terdiri dari:

1.

2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

Lampiran Ia Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

yang diterima.

Sosial yang diterima.

Pasal 3

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

2.099.394.164.474

Nihil

Belanja Daerah

5

3.

82
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 67.

Salinan sesuai dengan aslinya
PETARIAT-DAERAH PROV. KALTIM

/#&C KEPALA BIRO HUKUM,
SEK

—..ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si
"PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710124 199703 1 007

em Li


